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ABSTRAK 

 

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah khusunya di 

Kota Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana 

Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 

2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih 

dan untuk mengetahui Bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Prabumulih Melalui Perspektif  Siyasah Tanfiziyah. 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reseacrh) 

yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan teori Siyasah 

Tanfiziyah. Data primer dalam penelitian ini yakni Ketua Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih dengan 

sebagian anggota di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan dan Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan. Data sekunder 

diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah berupa skripsi serta 

ayat-ayat Al-Qur’an. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, dan 

dokumentasi yang kemudian datanya dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih telah 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dengan 

menggunakan metode Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 

atau isntrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan antara laki-laki dan 

perempuan yang melibatkan 21 perangkat daerah di Kota Prabumulih. 

Perspektif Siyasah Tanfiziyah terkait dengan pelaksanaan Implementasi 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Prabumulih 

sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam dimana seorang wazir tanfidzh 

memenuhi aspek keadilan (Al-adl) dan tanggung jawab (Amanah) dalam 

melaksanakan peraturan daerah tersebut demi kemashlahatan manusia itu 

sendiri. 

 

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Daerah, Siyasah 

Tanfiziyah 
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MOTTO 

 

 ٓ  مينْ  بَ عْضُكُمْ  ٓ   انُْ ثٰى اَوْ  ذكََر   مينْ  مينْكُمْ  عَامِل   عَمَلَ  اُضِيْعُ  ٓ  فاَسْتَجَابَ لََمُْ رَب ُّهُمْ اَنِّيْ لَ 
تَ لُوْا سَبيِْلِيْ  فِْ  وَاوُْذُوْا دِياَرىِِمْ  مِنْ  وَاُخْرجُِوْا ىَاجَرُوْا فاَلَّذِيْنَ  ٓ   بَ عْض    عَنْ هُمْ  لَكَُفيرَنَّ  وَقتُِلُوْا وَق ٰ

 ٓ  عِنْدَه وَاللّٰوُ  ٓ   اللّٰوِ  عِنْدِ  مينْ  ثَ وَاباً ٓ  تِهَا الْنَْ هٰرُ مْ جَنّٰت  تََْريِْ مِنْ تَْ وَلَُدْخِلَن َّهُ  سَيياٰتِِِمْ 
 (٥٩١   : آل عمران سورةالقرأن ) الث َّوَابِ  حُسْنُ 

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 

berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang 

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, 

(karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. 

Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, 

disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus 

kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-

surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari 

Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 

195). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian terpenting dari sebuah penulisan 

yang akan menggambarkan inti atau makna yang terkandung di 

dalamnya guna memperjelas pokok pembahasan dalam skripsi ini. 

Maka dari itu, judul skripsi ini adalah “Implementasi Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah Perspektif Siyasah Tanfiziyah” (Studi di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih). Judul ini terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah 

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam suatu 

penerapan atau pelaksanaan kebijakan dasar dalam bentuk 

undang-undang, perintah-perintah, atau keputusan-keputusan 

eksekutif yang penting dari badan peradilan yang ditujukan 

kepada masyarakat sehingga dapat membawa hasil sebagaimana 

yang diharapkan.
1
 Implementasi akan dilakukan jika sudah ada 

perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang 

telah disusun dari jauh-jauh hari sebelumnya yang mengacu 

kepada aturan tertentu, sehingga sudah ada kepastian dan 

kejelasan akan rencana tersebut. Sedangkan Peraturan Daerah 

Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 merupakan suatu 

Peraturan Daerah yang membahas tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah yang mencakup strategi 

yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu 

dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan di daerah.Dalam skripsi ini, yang dimaksud 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 

                                                             
1
 Affan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar Kedasama, 2009), 294. 
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Tahun 2021 adalah suatu pelaksanaan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 dalam suatu variabel yang 

membantu untuk mengukur dan memberikan nilai terhadap 

pemerintah dalam proses mengupayakan terpenuhinya 

kesetaraan gender serta haknya di Kota Prabumulih. 

2. Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah 

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih 

opini dan kepercayaan dalam suatu hal.Secara umum, perspektif 

merupakan suatu cara pandang seseorang terhadap suatu 

masalah yang terjadi dan digunakan untuk melihat suatu 

fenomena tersebut. Sedangkan Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah 

adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas 

antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep 

konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan suatu negara.
2
 

3.  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Prabumulih merupakan lembaga yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, menyelenggarakan urusan di bidang 

pemerintahan yang mencakup hak asasi, peningkatan kualitas 

hidup, dan partisipasi dalam pembangunan.
3
 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal 

skripsi ini adalah suatukajian mengenai pengarusutamaan gender 

dalam pembangunan daerah yang akan dilakukan penelitian di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih. 

                                                             
2
 Bunyana Solihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi 

Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Media, 2016), 11. 
3
 Perda Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Pemeliharaan Anak.  
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B. Latar Belakang Masalah 

Kesetaraan gender masih menjadi masalah besar bagi negara 

Indonesia. Kesetaraan gender menjadi isu penting yang harus 

banyak diberikan perhatian, terlebih di berbagai aspek kehidupan, 

seperti halnya di dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan 

sosial yang sangat dibutuhkan untuk tujuan pembangunan daerah. 

Salah satu tujuan dari pembangunan daerah yaitu pembangunan 

sumber daya manusia yang meliputi Pengarusutamaan Gender 

(PUG). “Kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki 

yang setara sehingga bisa mewujudkan hak-haknya sebagai 

manusia untuk dapat menikmati segala bentuk manfaat dari hasil 

pembangunan di setiap aspek kehidupan”.
4
 

“Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai 

manusia yang hidup di dalam situasi yang dilematis, dari satu sisi 

perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor 

dantuntutan agar tidak melupakan kodrat sebagai perempuan”.
5
 Hal 

demikian merupakan situasi yang dihadapi oleh perempuan 

Indonesia yang sedang berkarir. Kesamaan keadaan laki-laki dan 

perempuan itu untuk bisa memperoleh kesempatan dan hak-haknya 

sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan 

disebut dengan Kesetaraan Gender. 

Kesetaraan gender bila di pandang dari kacamata hukum, 

pada perubahan kedua UUD Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi 

Manusia dalam Pasal 28C ayat (1), menyatakan bahwa, “setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat 

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

                                                             
4
 Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, (Bogor: PT IPB 

Press, 2013), 5. 
5
 Lita Hadis dan Sri Wiyanti Eddyono, Pengakuan Peran Gender Dalam 

Kebijakan-Kebijakan Di Indonesia, (Jakarta: LBH APIK), 23. 
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manusia.”

6
 Kesetaraan gender di atas termasuk bagian dari salah 

satu hak asasi manusia.  

Secara jelas dapat dipahami, bahwasanya Kesamaan keadaan 

laki-laki dan perempuan untuk bisa memperoleh kesempatan dan 

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, 

pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan disebut dengan Kesetaraan Gender. Demi 

mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan Intruksi 

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender 

dimaksudkan sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender dengan dilakukan secara rasional dan sistematis. 

Pengarusutamaan Gender ini di bentuk suatu kebijakan dan 

tahapan-tahapan yang memperhatikan setiap pengalaman, aspirasi, 

kebutuhan dalam memberdayakan laki-laki dan perempuan yang 

dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai 

bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Program 

pembangunan yang dijalankan di negara-negara berkembang 

termasuk Indonesia awalnya untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Ternyata strategi pembangunan yang 

demikian ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena 

terlalu memusatkan perhatian pada pembangunan aspek fisik tetapi 

melupakan pembangunan aspek manusia.  

“Indonesia merupakan negara berkembang yang terus 

berupaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berkaitan erat, 

sehingga pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara akan 

meningkat”.
7
 Seiring dengan meningkatnya pembangunan 

                                                             
6
 Pasal 28 C Ayat 1 Tentang Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 BAB 

XA Tentang Hak Asasi Manusia. 
7
 Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, Rudi Santoso, “Pengaruh Investasi 

Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam,” Vol. 14, No. 2, (2022): 71, 

https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697. 
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ekonomi, beberapa pakar ekonomi memberikan perhatian khusus 

pada modal. Kedudukan manusia dalam proses pembangunan 

adalah sebagai subjek dan sekaligus objek dari pembangunan. 

Sehingga “Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan 

peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan menikmati hasil pembangunan dalam berbagai 

bidang”.
8
 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

ekonomi dalam sistem dan prinsip kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. “Pemerintah daerah di Indonesia 

yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas 

pembuatan dengan prinsip ekonomi yang seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip NKRI”.
9
 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 

tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender berbunyi, 

“Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, 

program,dan kegiatan pembangunan responsive gender yang di 

tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.”
10

 

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 

tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender berbunyi “Bupati 

atau Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota.”
11

 

                                                             
8
 Waston Malau, “Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan,” Vol  

6, No. 2, (2014): 126, https://doi.org/10.24114/jupiis.V6i2.2292. 
9
 Rudi Santoso, Habib Shulton A, Fathul Mu‟in, “Optimalisasi Tugas Dan 

Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” Vol. 1, No. 1, 

(2021): 78,  https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i1.8960. 
10 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 

tentang Pengarusutamaan Gender. 
11 Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 

tentang Pengarusutamaan Gender. 
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Tanggungjawab bupati atau walikota sebagaimana dimaksud di 

atas dapat dilimpahkan kepada wakil bupati atau kota. Bupati atau 

Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas 

pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengarusutamaaan gender di kabupaten atau kota. Bangsa 

Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi 

bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang 

berbentuk Republik. 

“Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disingkat UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara 

yang mempunyai potensi kekayaan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia yang terdiri atas banyak suku, agama, ras, dan adat 

istiadat”.
12

 Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui 

instrument hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi 

yang menjamin hak-hak politik tersebut. Akan tetapi, di tingkat 

implementasi masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik 

itu akibat dari nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, 

maupun kendala teknis dilapangan, masih rendahnya tingkat 

pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik 

juga belum optimal. 

“Penduduk Kota Prabumulih sekitar 70,61% termasuk ke 

dalam penduduk usia kerja tingkat pengangguran sebesar 6,26% 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 186,86 jiwa 

dengan penduduk pria sebanyak 94,289 jiwa dan penduduk wanita 

sebanyak 92,545 jiwa”.
13

 Jumlah tersebut menunjukkan terdapat 

perbedaan yang tidak terlalu jauh antara jumlah penduduk pria 

dengan penduduk wanita. Sehingga Pemerintah Kota Prabumulih 

pada tahun 2021 telah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) 

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutaman Gender Dalam 

Pembangunan Daerah yang ruang lingkupnya membahas mengenai 

                                                             
12

 Rudi Santoso, Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum 

Tatanegara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai 

Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” Vol. 8, No. 01, (2020), 

https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093. 
13

 Arie Farezi, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Prabumulih, 

(Prabumulih: Badan Pusat Statistik, 2020), 14. 
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pelaksanaan strategi kesetaraan gender yang ditegaskan dalam 

Pasal 2 salah satunya yakni yang berasaskan kesetaraan dalam 

pembangunan daerah. 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dilakukan oleh 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih, termasuk ke dalam Siyasah Tanfidziyah. Siyasah 

Tanfidziyah merupakan salah satu objek kajian Fiqh Siyasah. 

Sementara menurut ulama terkemuka di Indonesia, Siyasah 

Tahfidziyah adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang 

pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah. 

Islam datang dengan membawa misi Rahmatan lil „alamin. 

Islam sangat menjunjung hak hidup manusia tanpa terkecuali. 

Kesetaraan gender ini bisa dicapai dengan cara mengurangi 

kesenjangan yang terjadi antara penduduk perempuan dan laki-laki. 

Islam sendiri telah menerangkan bahwa kedudukan wanita dan 

laki-laki itu sama khususnya dalam memimpin. Prinsip ini dengan 

tegas disebutkan dalam Al-Qur‟an Surah Al-Hujurat ayat 13 

sebagai berikut: 
ٰٰشُعُوْباًٰوَجَعَلْن كُمْٰٰوَّانُْ ث ىٰذكََرٍٰٰمِّنْٰٰخَلَقْن كُمْٰٰانَِّاٰالنَّاسُٰٰايَ ُّهَآ  يٰ  ٰلتَِ عَارَفُ وْا لَ ٰاِنَّٰٰٓ  وَّقَ بَاىِٕۤ

ىكُمْٰٰاللّ وِٰٰعِنْدَٰٰاكَْرَمَكُمْٰ  (ٖٔالحجر ت:ٰٰسورةٰالقرأن)ٰخَبِي ْرٌٰٰعَلِيْمٌٰٰاللّ وَٰٰاِنَّٰٓ  ٰاتَْ ق 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami 

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 

saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu 

di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah 

Swt dengan dua kelamin yakni perempuan dan laki-laki. Kapasitas 

sebagai hamba dalam Islam tidak adanya perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang 

sama untuk menjadi hamba Allah Swt. Hamba yang ideal di dalam 

Islam biasanya dikatakan dengan orang-orang yang bertaqwa, dan 

untuk mendapat taqwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis 

kelamin, suku bangsa dan lain-lain. 



8 

 
Kaum perempuan boleh jadi lebih cepat dan lebih mampu 

bertaqwa dibandingkan laki-laki, dan dalam keadaan demikian 

maka perempuan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah SWT. 

jadi ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Allah SWT. ialah 

dari prestasi dan kualitas keamanannya, tanpa membedakan ras, 

etnik, dan jenis kelamin sebagaimana dalam ayat tersebut. 

Perempuan dan laki-laki juga bisa menjadi sebagai seorang 

khalifah di muka bumi hal ini juga tertuang dalam firman Allah Al-

Qur‟an surah Al-An‟am ayat 165 sebagai berikut: 
فَٰالَْْرْضِٰ ىِٕۤ ٰمَاوَرَفَعَٰبَ عْضَكُمْٰفَ وْقَٰبَ عْضٍٰدَٰوَىُوَٰالَّذِيْٰجَعَلَكُمْٰخَل  لُوكَُمْٰفِْ تٍٰلِّيَب ْ ٰٓ  رَج 

ٰ(٘ٙٔالْنعام:ٰٰسورةٰالقرأن)ٰٰرَّحِيْمٌٰٰلَغَفُوْرٌٰٰٓ  وَانَِّوٰٓ  الْعِقَابِٰٰسَريِْعُٰٰرَبَّكَٰٰاِنَّٰٰٓ  ا ت ىكُمْٰ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian 

(yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang 

diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat 

siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (Q.S. Al-An‟am [6]: 165). 

Tertera juga didalam Al-Qur‟an surah Al-Isra ayat 70: 
هُمْٰٰا دَمَْْٰٰٰٓ  بَنِٰٰكَرَّمْنَاٰوَلَقَدْٰٰ۞ هُمْٰٰوَالبَْحْرِٰٰالْبَ رِّٰٰفِٰٰوَحََلَْن   هُمْٰٰالطَّيِّب تِٰٰمِّنَٰٰوَرَزَقْ ن   ٰوَفَضَّلْن  
ٰ(ٓٚالْسراءۤ:ٰٰسورةٰالقرأن)ٰٰࣖتَ فْضِيْلًٰٰخَلَقْنَاٰمَِِّّّنْٰٰكَثِيٍْٰٰعَل ى

 “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri 

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah Kami ciptakan.” (Q.S Al-Isra‟ [17]: 70). 

Allah Swt menciptakan manusia laki-laki dan perempuan 

dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling 

terhormat, manusia juga diciptakan mulia dengan menggunakan 

akal dan perasaan. Al-Qur‟an tidak mengenal perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan karena dihadapanNya semua sama. 

Indeks Pembangunan Gender dapat dipengaruhi oleh 

beberapa komponen, yaitu Angka Harapan Hidup dan Sumbangan 
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Pendapatan. “Angka Angka Harapan Hidup laki-laki dan 

perempuan di Kota Prabumulih mengalami peningkatan sejak 

tahun 2019. Pada tahun 2019 sebanyak 70,09 tahun, pada tahun 

2020 sebanyak 70,32 tahun, dan pada tahun 2021 sebanyak 70,74 

tahun”.
14

 Sumbangan Pendapatan laki-laki dan perempuan dilihat 

dari angkatan kerja dan upah yang diterima. “Tingkat partisipasi 

angkatan kerja Kota Prabumulih pada tahun 2020 laki-laki yakni 

sebanyak 82,44% dan perempuan sebanyak 56,41%. Rendahnya 

angka angkatan kerja perempuan tentunya sangat berpengaruh 

terhadap sumbangan pendapatan bagi perempuan”.
15 

Berdasarkan angka indeks pembangunan Gender Kota 

Prabumulih diatas terlihat terdapat perbedaan angka pada laki-laki 

dan perempuan, yang paling besar perbedaanya yaitu pada tingkat 

partisipasi angkatan kerja, dimana laki-laki lebih tinggi tingkat 

partisipasi angkatan kerjanya dari pada perempuan. Maka dari itu 

penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 

2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah”. Penelitian ini 

penting untuk dilakukan karena kebijakan pengarusutaan Gender 

adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah 

dengan berkeadilan gender tanpa adanya diskriminasi. 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat Fokus 

dan Sub-Fokus di dalam penelitian ini. Tujuan fokus penelitian 

adalah untuk membatasi studi secara efektif guna menyaring 

informasi.
16

 Adapun Fokus dan Sub-Fokus dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

 

                                                             
14

 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, Indeks Pembangunan 

Gender,  2020. 
15

 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, Pedoman Partisipasi 

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020. 
16

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2004), 44. 
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1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis 

memfokuskan pada penelitian mengenai Pasal 2 yakni tentang 

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota 

Prabumulih (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Prabumulih). 

2. Sub-Fokus Penelitian 

Penulis akan melakukan Sub-Fokus penelitian tentang 

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender 

Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Fiqh Siyasah 

Tanfidhziyyah (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Prabumulih). 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah merupakan hal utama yang ditentukan 

pada saat pertama kali akan dilakukan riset atau penelitian. 

Rumusan masalah terdapat upaya untuk menyatakan secara tersurat 

mengenai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin peneliti cari 

jawabannya secara spesifik. Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih? 

2. Bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Prabumulih Melalui Perspektif Fiqh Siyasah 

Tanfidhziyyah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran yang akan 

dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian harus dinyatakan 

dengan kongkrit, jelas, dan ringkas serta dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

dapat ditemukan tujuan penelitian sebagia berikut: 
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1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 

(PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Pengarusutamaan Gender DalamPembangunan Daerah di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Prabumulih Melalui Perspektif Fiqh 

Siyasah Tanfidhziyyah. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan sebuah bentuk harapan atau 

akibat ataupun dampak positif yang ditimbulkan dari hasil 

penelitian yang akan dilaksanakan. Manfaat penelitian harus 

dipaparkan dengan dampak positif yang ditimbulkan dari 

penelitian tersebut.Adapun manfaat penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Secara Terotis 

Manfaat penelitian untuk penulis secara teoritis ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi di 

Fakultas Syari‟ah, dapat dijadikan sebagai sumbangsih ilmu 

pengetahuan hukum dalam pemikiran yang positif kepada para 

pembaca, dapat melatih kemampuan penulisan dalam 

melakukan penelitian secara ilmiah, serta diharapkan hasil 

penelitian ini dapat memperjelas bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 

2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah (Studi di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih). 

2.  Secara Praktis 

Manfaat penelitian untuk penulis secara praktis ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai perluasan ilmu pengetahuan 

hukum terutama di bidang ketatanegaraan, dan diharapkan 

dapat memberikan bahan informasi bagi masyarakat dan 

kalangan intelektual mengenai fiqh siyasah, serta untuk 
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memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat 

akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Agar penulis terhindar dari plagiasi dan menjadi 

tanggungjawab untuk berbuat jujur, maka penulis akan 

menjelaskan tentang bacaan yang berkaitan dengan penelitian 

dalam skripsi ini. Berikut diantaranya bacaan penulis yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan Yusuf 

mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari‟ah Prodi 

Hukum Tata Negara (Siyasah Syari‟iyyah) dengan judul 

“Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi Presiden No. 9 

Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasional”.
17

 Metode yang dipakai dalam skripsi 

ini yakni Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan 

sifat penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Riset Kepustakan, 

yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan 

menelaah sumber-sumber data yang terdapat di perpustakaan. 

Hasil dari penelitian ini adalah dalam rangka mendorong dan 

mengoptimalkan kesetaraan gender, pemerintah mengeluarkan 

berbagai peraturan yang di dalamnya mengatur tentang isu 

kesetaraan gender, baik dalam ruang lingkup umum seperti 

masyarakat, politik, pekerjaan, pendidikan dan juga dalam 

keluarga. Serta memberikan berbagai penyuluhan dan 

sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya kesetaraan 

gender. Selain itu juga, dalam perspektif mubadalah semua 

potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan harus 

dikembangkan sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat 

yang sesuai dengan keahlian masing-masing, dan tetap menjaga 

etika dan perilaku yang positif, serta tidak melanggar ketentuan 

syari‟at agama. 

                                                             
17

 Muhammad Sofyan Yusuf,  Perspektif Mubadalah Terhadap Instruksi 

Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Nasional, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Sofyan Yusuf dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama 

meneliti tentang kesetaraan gender. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini terletak pada rumusan masalah dalam penelitian 

dan teori yang digunakan dalam penelitian. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Rahayu mahasisa UIN 

Raden Intan Lampung Fakultas Syari‟ah Prodi Hukum Tata 

Negara (Siyasah Syari‟iyyah) dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap Pelaksanaan 

Hak Asasi Perempuan”
18

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) 

dengan sifat penelitian Desktiptif Analisis. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwasannya peran Dinas Pemberdayan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Lampung sangat berperan penting 

dalam pelaksanaan Hak Asasi Perempuan dan sudah banyak 

pengupayaan yang dilakukan dengan cara sosialisasi, 

memberikan pemahaman dengan cara pembentukan kesadaran 

secara menyeluruh akan tetapi, dilihat dari kondisi kesadaran 

perempuan serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya 

mendukung sehingga hal tersebut dapat menghambat 

keberhasilan kegiatan terhadap pelaksanaan dan kebijakan 

Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Lampung. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara 

Rahayu dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama 

meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada 

rumusan masalah dalam penelitian dan tempat lokasi penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Al Apid mahasiswa UIN Raden 

Intan Lampung Fakultas Syari‟ah Prodi Hukum Tata Negara 

                                                             
18

 Rahayu, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Terhadap 

Pelaksanaan Hak Asasi Perempuan,. 
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(Siyasah Syari‟iyyah) dengan judul “Evektivitas Implementasi 

Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 

Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi 

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kota Bandar Lampung).”
19

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) 

dengan jenis penelitian Desktiptif Analisis. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah dalam melaksanakan penyelenggaraannya, 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah 

melakukan program kerja seperti, program pemenuhan hak dan 

perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas hidup 

perempuan dan keluarga, serta program data dan informasi 

gender dan anak. Dalam pandangan Fiqh Siyasahmengenai 

penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam QS. An-

Nisa ayat 9 bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara 

sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam 

menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 

Tahun 2016 tentang perlindungan anak. 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Al Apid 

dengan judul yang penulis teliti yakni sama-sama meneliti di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan 

masalah dalam penelitian dan tempat lokasi penelitian. 

4.  Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi 

mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari‟ah Prodi 

Hukum Tata Negara (Siyasah Syari‟iyyah) dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya 

                                                             
19

 Al Apid, Evektivitas Implementasi Terhadap Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah Dan Hukum Positif Di Indonesia 

(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota 

Bandar Lampung), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020). 
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Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP 

Dan PA Provinisi Lampung).”
20

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) 

dengan jenis penelitian Desktiptif Analisis. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan pengurangan 

resiko kekerasan anak dengan mengeluarkan beberapa program 

yang telah mereka buat yakni: Pertama: dengan adanya 

pembentukan Forum Anak Daerah yang terdiri dari Forum 

Anak Provinsi, Kota, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang 

terdiri dari anak-anak dibawah umur 18 tahun. Kedua: 

pembentukan Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan sistem 

pembangunan suatu wilayah administrasi yang 

mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintahan, 

masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh 

dan berkelanjutan dalam kegiatan program dan pemenuhan hak-

hak anak. Ketiga: pembentukan Perlindungan Anak Terpadu 

Berbasis Masyarakat (PATBM). 

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Galuh 

Anggraini Tungga Dewi dengan judul yang penulis teliti yakni 

sama-sama meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak 

pada rumusan masalah dalam penelitian dan tempat lokasi 

penelitian. 

Berdasarkan kajian tersebut, belum terdapat secara spesifik 

pembahasan tentang Implementasi   Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang 

dikaitkan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidhziyyah. 

Meskipun demikian, naskah diatas dapat memberikan inspirasi 

                                                             
20

 Tungga Dewi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya 

Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA 

Provinisi Lampung),. 
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kepada penulis dalam mengkaji penelitian tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota 

Prabumulih. 

H. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh 

data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, 

dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.
21

 Demi mengumpulkan 

data penelitian, pembahasan dan penganalisaan data, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Bagian ini akan 

dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang 

akan digunakan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan 

adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

a.  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Reseacrh) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di 

lapangan atau pada responden.
22

 Penelitian lapangan 

bermaksud untuk mempelajarisecara intensif tentang latar 

belakang, keadaan, dan interaksi kehidupan yang terjadi di 

dalam individu atau kelompok, serta di dalam organisasi  

maupun masyarakat. Penelitian ini juga bisa dilakukan pada 

suatu kesatuan sistem yang objeknya bisa berupa suatu 

program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang 

ada pada keadaan atau kondisi tertentu.
23

 Sehingga 

penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi 

kasus (Case Study).
24

 Adapun yang menjadi objek penelitian 

dalam skripsi ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih. 

                                                             
21

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 2. 
22

 Susiadi, Metodologi Penelitian , (Bandar Lampung: Pusat Penelitian 

dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 21. 
23

 R. Zulki Zulkifli Noor Zulkifli Noor, Metodologi Penelitian Kualitatif 

dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 108. 
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Cetakan 

ke-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121. 
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b.  Sifat Penelitian 

Sifat Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif 

analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek tertentu 

dan menjelaskan hal terkait secara sistematis melalui fakta-

fakta atau karakteristik populasi dalam bidang tertentu yang 

ada di dalam masyarakat maupun organisasi secara faktual 

dan cermat. Untuk itu penulis wajib membuat catatan 

lapangan dan catatan wawancara yang rinci, lengkap, dan 

apa adanya.
25

 

2.  Populasi dan Sampel 

a.  Populasi 

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada 

suatu wilayah topik penelitian dan memenuhui syarat-syarat 

tertentu yang berkaitan dengan orang yang berada pada unit 

penelitian yang akan diteliti.
26

 Populasi ini juga kemudian 

akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan.
27

 Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini yaitu Ketua Dinas dan staff Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih yang berjumlah 5 (lima orang). 

 

b.  Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang 

akan diteliti. Agar sampel yang diambil representatif, maka 

diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel 

perlu dilakukan dengan cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang lebih 

valid, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya.
28

 

                                                             
25

 Sarifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

1998), 7. 
26

 Zuchi Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: CV, 

syakir Media Press, 2021), 131. 
27

 Muhammad Pabundu Tika, Metodelogi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2015), 70. 
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 161. 
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Penelitian ini teknik sampel yang akan digunakan adalah 

teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah 

teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti 

jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dalam pengambilan sampelnya.
29

 Pertimbangan 

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang objek yang akan diteliti.
30

 Tujuan peneliti 

dalam mengambil sampel untuk hal ini yaitu sebagai 

informan atau untuk mengamati dari sebagian besar jumlah 

populasi yang ada.  

Adapun sampel dalam penelitian ini antara lain yang 

terdiri dari: 

1.) Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Prabumulih 

: 1 (satu orang) 

2.) Sekretaris Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Prabumulih 

: 1 (satu orang) 

3.) Bidang Pengarusutamaan Gender 

dan Pemberdayaan Perempuan 

: 1 (satu orang) 

4.) Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

: 1 (satu orang) 

5.) SUB Koordinator Kesetaraan 

Gender dan Partisipasi Masyarakat 

: 1 (satu orang) 

Berdasarkan data sampel penelitian di atas maka jumlah 

keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 

(lima orang) staff Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Prabumulih. 

3.  Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

 

                                                             
29

 Ibid, 173. 
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2021), 283. 
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a.  Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan 

secara langsung melalui penelitian di lapangan oleh orang 

yang bersangkutan atau orang yang memerlukannya.
31

 Data 

primer dalam penelitian ini adalah Ketua Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Prabumulih dengan sebagian anggota di Bidang 

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

dan Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan. 

b.  Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, serta hasil 

penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.
32

 

Serta sebagian ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadist yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data merupakan salah satu langkah 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data dari 

sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai 

dengan tujuannya. Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Metode Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara 

peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam 

bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga 

gerak dan mimik responden merupakan pola media yang 

melengkapi kata-kata secara verbal.
33

 Adapun wawancara 

yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, 

yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam 

melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman 

                                                             
31

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik,(Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 126.   
32

 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30. 
33

 W Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 119. 
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wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang 

hal-hal yang ditanyakan.  

Penelitian wawancara ini akan ditujukan kepada 

informan yang berasal dari Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih mulai dari Kepala 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Prabumulih, dan staffDinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih dalam bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seksi 

Perlindungan dan Hak Anak, serta Seksi Kesetaraan Gender 

dan Partisipasi Masyarakat. 

b.  Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya adalah dokumen, yang 

artinya barang-barang tertulis.
34

 Metode Dokumentasi 

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.
35

 Penelitian ini 

dokumentasi akan diambil dari peraturan-peraturan yang 

ada, kemudian dari buku-buku, catatan resmi, transkip, dan 

agenda laporan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih. 

5.  Metode Analisis Data 

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data 

bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 

yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

                                                             
34

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 201.   
35

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. 
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mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi suatu 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-

data yang berasal dari literature bacaan. Kita dapat mengikuti 

dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab 

akibat dalam ruang lingkup penelitian dengan data kualitatif.
36

 

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, dimana 

data yang sudah dipolakan, difokuskan, dan disusun secara 

sistematis sehingga makna data tersebut dapat ditemukan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan analisis 

induktif. Metode analisis induktif adalah suatu metode berpikir 

dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu 

generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum sehingga diperoleh 

kesimpulan akhir.
37

 

I.  Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi tentang 

Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini berisi tentang 

uraian kerangka teori yang relevan dan berkaitan dengan tema 

skripsi. 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN. Bagian bab III 

memaparkan gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih serta menjawab rumusan 

masalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah Perspektif  Siyasah 

Tanfiziyah. 
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 Djam‟an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 
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BAB IV ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini berisi 

tentang analisis terhadap fakta yang didapatkan dan disesuaikan 

dengan rumusan masalah dalam penelitian.  

BAB V PENUTUP. Pada bab ini merupakan penutup dari 

penelitian ini yang memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya dan ditutup dengan saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri 

dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. “Secara etimologi, Fiqh 

merupakan bentuk masdhar dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan 

yang berarti pemahaman mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.”
38

 Secara 

terminologi, Fiqh didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan 

tentang hukum-hukum syara` yang bersifat perbuatan yang 

dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Definisi ini dapat 

dipahami bahwa kata fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari 

para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 

sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam.  

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam karena fiqh 

bersifat ijtihadiyah atau pemahaman terhadap hukum syara‟ 

yang mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 

situasi dan keadaan atau kondisi manusia itu sendiri. “Secara 

etimologis (bahasa) kata Siyasah berasal dari kata sasa yang 

artinya mengatur, mengurus, dan memerintah, atau 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.”
39

 

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 

siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup 

sesuatu.  

Kata Siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya yang 

memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk beluk dalam 

tatanan suatu kenegaraan. Uraian di atas dapat di tarik 

kesimpulan tentang pengertian Fiqh dan Siyasah dari segi 

etimologis, dan terminologis, serta definisi-definisi yang 

                                                             
38

  Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin dan 

Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31. 
39
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dikemukan oleh para ahli hukum Islam dapat disimpulkan 

bahwa pengertian dari Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang 

membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan 

manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah 

wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu dalil pun di 

dalam Al-Qur‟an yang secara eksplisit memerintah atau 

mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari 

itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung 

dalam Al Qur„an.  Unsur-unsur dasar dalam masyarakat, 

berbangsa dan bernegara, yang hanya dapat ditemukan di 

dalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, 

keadilan, dan persamaan. 

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam 

konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban 

keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas 

prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan oleh nash-nash Al-

Quran dan hadis nabawi. Solusi untuk mendapatkan keadilan 

dalam Islam yakni dengan bermusyawarah. Musyawarah dalam 

Islam memberikan batasan-batasan tersendiri yakni tidak boleh 

melampaui kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan 

jelas, maka dalam hal ini ada larangan utuk berijtihad disana, 

kecuali ijtihad untuk memahami atau dalam rangka 

menerapkannya. Sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang 

berbunyi: 
وِٰلنِْتَٰلََمُْٰ ٰمِنْٰٰلَْنْ فَضُّوْاٰالْقَلْبِٰٰغَلِيْظَٰٰفَظِّاٰكُنْتَٰٰوَلَوْٰٰٓ  فبَِمَاٰرَحََْةٍٰمِّنَٰاللّ 

ٰفَ تَ وكََّلْٰٰعَزَمْتَٰٰفاَِذَآٰ  الَْْمْرِٰٰفِٰٰوَشَاوِرْىُمْٰٰلََمُْٰٰوَاسْتَ غْفِرْٰٰعَنْ هُمْٰٰفاَعْفُٰٰٓ  ٰحَوْلِكَٰ
لِيَْٰٰيُُِبُّٰٰاللّ وَٰٰاِنَّٰٰٓ  ٰاللّ وِٰٰعَلَى  (ٜ٘ٔ:ٰ آلٰعمرانسورةٰٰالقرأن) الْمُتَ وكَِّ
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“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau 

bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan 

menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 

dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, 

apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah 

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang bertawakal.“ (Q.S. Ali-Imran  [3]: 159). 

Ayat di atas menjelaskan hubungan dengan kisah 

Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang 

Badar Nabi Muhammad SAW mengajak musyawarah Abu 

Bakar dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang 

Badar. Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada 

Rasulullah agar para tawanan dikembalikan kepada 

keluarganya dengan membayar sejumlah tebusan. Umar 

berpendapat agar para tawanan perang dieksekusi dan yang 

mengeksekusi adalah keluarga mereka sendiri. Menanggapi 

usulan dua sahabatnya, Rasulullah mengalami kesulitan dalam 

memutuskan pendapat siapa yang akan digunakan. Kemudian, 

turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 yang mengkonfirmasi 

pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq. 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqh siyāsah (siyāsah syar'iyyah) diantaranya 

ada yang menetapkan lima bidang. Ada yang menetapkannya 

kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Fiqh Siyasah 

adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fikih. 

“Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan 

negara meliputi ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, 

kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, 

kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, 
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damai dan traktat.”

40
 Perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena 

hanya bersifat teknis.  

Ruang lingkup fiqh siyāsah dibagi menjadi delapan 

bidang sebagai berikut: 

a. Kebijaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Siyāsah 

Dusturiyyah Syar‟iyyah). 

b. Kebijaksanaan Penetapan Hukum (Siyāsah Tasyri‟iyyah 

Syar‟yyah). 

c. Kebijaksanaan Peradilan (Siyāsah Qadha`Iyyah 

Syar‟iyyah).  

d. Kebijaksanaan Ekonomi dan Moneter (Siyāsah Mâliyyah 

Syar‟iyyah). 

e. Kebijaksanaan Administrasi Negara (Siyāsah Idariyyah 

Syar‟yyah). 

f. Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri atau Internasional 

(Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Syar‟iyyah). 

g. Politik Pelaksanaan Undang-Undang (Siyāsah Tanfîziyah 

Syar‟iyyah). 

h. Politik Peperangan (Siyāsah Harbiyyah Syar‟iyyah).
41

 

Selain penjelasan ruang lingkup fiqh siyasah di atas, 

terdapat penjelasan lain mengenai ruang lingkup kajian fiqh 

siyāsah (Siyāsah Syar‟iyyah) yang mencakup: 

a. Kebijaksanaan Pemerintah tentang Peraturan Perundang-

Undangan (Siyāsah Dusturiyyah). 

b. Ekonomi dan Moneter (Siyāsah Mâliyyah). 

c. Peradilan (Siyāsah Qadha`Iyyah). 

d. Hukum Perang (Siyāsah Harbiyyah). 

e. Administrasi Negara (Siyāsah `Idariyyah). 

Fiqh Siyasah adalah pembuatan peraturan perundangan-

undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai 
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dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka, berikut penjelasannya: 

a. Siyasah Qadla‟Iyyah (Kebijaksanaan Peradilan). 

b. Siyasah Dauliyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar 

Negeri). 

c. Siyasah Maliyah (Kebijaksanaan Ekonomi atau 

Keuangan Negara).
42

 

Perbedaan pengertian di atas berdasarkan penjelasan para 

ahli fiqh siyasah maka pembagian fiqh siyasah dapat 

disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:  

a. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-

undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang 

penetapan hukum atau tasyri‟iyyah oleh lembaga 

legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah 

oleh birokrasi atau eksekutif. 

b. Siyasah Dauliyah atau Siyasah Kharijiyyah, disebut juga 

politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan 

keperdataan antara warga negara yang muslim dengan 

yang bukan muslim (non muslim).  Bagian ini ada politik 

masalah peperangan atau siyasah harbiyyah, yang 

mengatur etika peperangan, dasar-dasar dizinkan 

berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan 

gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan 

moneter. Membahas mengenai sumber-sumber keuangan 

negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 

perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak 

publik, pajak, dan perbankan. 

3. Sumber Kajian Fiqh Siyasah 

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam 

pengkajiannya. Sumber-sumber disiplin ilmu tersebut dapat 
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berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman 

salah satunya yakni fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang 

dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-

sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara 

garis besar, sumber kajian fiqh siyasah kepada dua bagian, 

yaitu Al-Qur,an dan As-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa 

peninggalan kaum Muslimin terdahulu. 

Allah berfirman dalam Q.S. Al-A‟raf ayat 199 yang 

berbunyi: 
هِلِيَْٰ   خُذِٰ لْعَفْوَٰ وَأْمُرْا باِلْعُرْفِٰ وَاَعْرِضْٰ عَنِٰ الْْ 

 (القرآ ن سورة اعرٰالَْْٰ ف :    ٜٜٔ) 
“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang 

makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (Q.S. Al-

A‟raf  [7]: 199). 

Selain ayat Al-Qur‟an di atas, adapun Hadist yang 

menjelaskan urf sebagai sumber kajian hukum Islam yakni: 
 مَاٰرَأهَُٰ  الْمُسْلِمُونَٰ حسنًاٰفهو عندَٰاللِٰ حسنٌٰ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka 

menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad). 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai sumber kajian fiqh 

siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, 

seperti pandangan para pakar politik, urf atau adat kebiasaan 

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, 

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat 

sebelumnya. Sumber-sumber lain seperti perjanjian antar 

negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia 

dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. 

Sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan 

tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat 

bersangkutan yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi 

sebuah studi yang dinasmis, antispatif, dan responsif terhadap 

perkembangan masyarakat. 
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B. Siyasah Tanfiziyah 

1. Pengertian Siyasah Tanfiziyah 

 Siyasah Tanfiziyah adalah siyasah yang berhubungan 

dengan politik pelaksanaan perundang-undang. Lembaga 

eksekutif dalam Islam dinyatakan dalam istilah ul al-amr dan 

dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ul al-amr 

tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja, 

melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk 

kalangan yang lebih luas lagi. Siyasah Tanfiziyah atau (al-

sulthah al-tandfiziyah) memiliki tugas untuk melaksanakan 

undang-undang. Negara memiliki kekuasaan eksekutif untuk 

melaksanakannya, disini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. 

Praktik pemerintahan Islam yang tidak menyebut istilah 

khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang 

bertugas untuk melaksanakan undang-undang seperti Diwan 

al-Kharuj (dewan pajak), Diwan al Ah Das (kepolisian), wali 

untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum Diwan al 

Jund (militer), Sahib al-Bait al-Mal (pejabat keuangan) dan 

sebagaimana yang telah ada sejak masa ke khalifahan Umar 

bin Khattab. Pelaksana tertinggi ini adalah pemerintah 

(Kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau 

dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan 

negara Islam lainnya sebagaimana halnya kebijaksanaan 

legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-

nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif 

juga harus sesuai denagn semangat nash dan kemaslahatan. 

Penelitian ini berhubungan dengan Siyasah Tanfiziyah, 

karena mempunyai arti sebagai pelaksana perundang-

undangan. “Tanfiziyah mempunyai arti sebagai tata cara kerja 

pemrintahan oleh lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan 

lembaga yudikatif. Pemimpin dalam Siyasah Tanfiziyah 
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disebut Khalifah atau Amir.”

43
 Al-Qur'an merupakan pedoman 

utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak 

hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna 

merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga 

sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam 

penyakit.  

Banyak kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-

Qur‟an yang sengaja di desain oleh Allah SWT., demi 

kemaslahatan umat-Nya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial 

budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di 

dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun 

hal-hal yang berkaitan dengannya terdapat banyak ayat yang 

mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, 

Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Demi terciptanya 

keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada 

kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Tercantum 

dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan tentang 

khalifah di atas yakni sebagai berikut: 
هَاٰمَنْٰٰ ٓ  اٰاَتََْعَلُٰٰفِي ْ ٓ  قاَلُوْٰ فَةًٰ كَةِٰاِنِِّّْٰجَاعِلٌٰفِٰالَْْرْضِٰخَلِي ْ ىِٕۤ وَاِذْٰقاَلَٰرَبُّكَٰللِْمَل 
ٰ  ٓ ٓ  ٰقاَلَٰٰاِنِِّّْٰ ٓ  وَنََْنُٰٰنُسَبِّحُٰٰبَِِمْدِكَٰٰوَنُ قَدِّسُٰٰلَكَٰٰ مَاءَٰۤ هَاٰوَيَسْفِكُٰٰالدِّ ي ُّفْسِدُٰٰفِي ْ

 اَعْلَمُٰٰمَاٰلَْٰٰتَ عْلَمُوْنَٰ
 (ٕٓ:ٰ البقرةسورةٰٰالقرأن)

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka 

berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia 

berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30) 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa khalifah adalah 

seseorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-

tugas yang telah ditentukan. Manusia sebagai khalifatullah di 

bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan 

tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia 

itu berada di bumi sebagai khalifatullah. 

“Salah satu tugas Al – Sulthah Tanfiziyah adalah 

melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan 

untuk menjabarkan dan melaksanakan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan oleh lembaga pemerintahan.”
44

 Negara 

harus melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun dengan hubungan sesama 

negara lainnya (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi 

kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu 

negara dengan negara Islam lainnya.  

“Kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari 

semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan 

eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan 

kemaslahatan.”
45

 Al-Qur‟an menjelaskan bahwasannya setiap 

muslim telah diperintahkan untuk mentaati kebijakan dari 

lembaga eksekutif dengan syarat harus mentaati setiap 

perintah Allah Swt. dan Rasul serta menjauhi setiap larangan-

Nya. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 28 

yang berbunyi: 
ٰيرُيِدُْوْنَٰوَجْهَو وةِٰوَالْعَشِيِّ وَلَْٰ  ٰٓ  وَاصْبِْٰنَ فْسَكَٰمَعَٰالَّذِيْنَٰيدَْعُوْنَٰرَب َّهُمْٰباِلْغَد 

ن كَٰعَنْ هُمْٰ نْ يَاٰزيِْ نَةَٰٰترُيِْدُٰٰٓ  تَ عْدُٰعَي ْ ٰعَنْٰٰٓ  قَ لْبَوٰاَغْفَلْنَاٰمَنْٰٰتُطِعْٰٰوَلَْٰٰٓ  الْحيَ وةِٰالدُّ
ىوُٰٰوَات َّبَعَٰٰذكِْرنِاَ  (ٕٛ:ٰ الكهفسورةٰٰالقرأن) فُ رُطآًٰ  انَٰامَْرهُوكََٰٰىَو 

“Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama 

orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang 

hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua 
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matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan 

perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti 

orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami 

serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati 

batas”. (Q.S. Al-Kahf [18]: 28). 

Memperhatikan ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa 

dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan lakilaki 

dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Siyasah Tanfiziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar 

menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan 

perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Kewajiban 

yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan 

bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin 

dan dilindungi.  

2. Tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah 

individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus 

dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung 

jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling 

mencintai dan saling menghormati.  

3. Tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam 

adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah 

masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. 

Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam 

memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, 

hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan 

antara pemimpin dan rakyat. 

Penjelasan lain di dalam Al-Qur‟an terdapat ayat yang 

menerangkan secara umum terkait dengan Pelaksanaan Perautran 

Daera (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. 

Pandangan Islam terhadap Pengarusutamaan gender menunjukkan 

bahwa Islam merupakan agama yang sangat menekankan 

terbukanya akses kaum perempuan sebagai mitra kaum laki-laki 

dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk dalam konteks ini 
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adalah turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan. 

Sesuai dengan firman Allah Qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 01: 
هَاٰوَّخَلَقَٰٰوَّاحِدَةٍٰٰن َّفْسٍٰٰمِّنْٰٰخَلَقَكُمْٰٰالَّذِيْٰٰرَبَّكُمُٰٰات َّقُوْاٰالنَّاسُٰٰايَ ُّهَآ  يٰ  ٰوَبَثَّٰٰزَوْجَهَاٰمِن ْ

هُمَا رًاوَّنِسَاءًٰٰۤرجَِالًْٰٰمِن ْ ٰاللّ وَٰٰاِنَّٰٰٓ  ٰوَالَْْرْحَامَٰٰٓ  بوِٰتَسَاءَۤلُوْنَٰٰالَّذِيْٰٰاللّ وَٰٰوَات َّقُوآٰ  ٰكَثِي ْ
  ( ٔ  :النساءسورةٰٰالقرأن) مْٰرَقِيْبًاعَلَيْكُٰٰكَانَٰ

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang 

telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia 

menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya 

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 

kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan 

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa‟ [4]: 01). 

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa berbagai peran 

sosial yang bisa diperankan oleh kaum perempuan pada 

dasarnya bisa dilihat dari dua aspek yang dalam hal ini adalah 

peran yang bersifat umum dimana laki-laki atau perempuan 

sama-sama bisa melakukannya serta ada juga peran yang 

memang identik dengan perempuan itu sendiri. Tergambar 

dalam ayat di atas sebagaimana telah menunjukkan bahwa 

semangat pembelaan Islam terhadap kaum perempuan terus 

rekonstruksi pembacaannnya sesuai dengan latar belakang 

sosio-historis yang melingkupinya 

2. Dasar Hukum Siyasah Tanfiziyah 

Siyasah Tanfiziyah memiliki beberapa dasar hukum 

sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an.  

Al-Qur‟an adalah sumber pokok aturan Islam yang utama 

untuk  dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur‟an 

merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah 

dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur‟an di yakini 

berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka 

setiap muslim harus mengakui Al-Qur‟an sebagai pondasi 

suprastruktur Islam. Tokoh-tokoh muslim banyak mencatat 
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bahwasanya “Al-Qur‟an merupakan satu-satunya sumber yang 

paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, 

karena Al-Qur‟an tidak pernah mengalami kondisi dan 

perubahan apapun walau perkembangan zaman terus 

berjalan.”
46

 

b. Sunnah.  

“Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan 

yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima 

secara komunal oleh masyarakat yang meliputi segenap 

ucapan dan tingkah laku Nabi.”
47

 Proses periwayatan sunnah 

biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui 

langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi 

kegenerasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang 

meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan. 

c. Ijma.  

“Ijma dalam Islam merupakan suatu keputusan bersama 

untuk menetukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan 

umat dengan cara musyawarah.”
48

 Musyawarah ini timbul dari 

pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran 

pemerintahan. Musyawarah tersebut apabila ada beberapa 

orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas 

peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. 

d. Qiyas.  

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas 

suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu 

kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu 

dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip 

umum.
49
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Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan 

bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas 

penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. “Islam sebagai 

agama yang bertujuan untuk menampakkan hukum agama, 

atau pelaksanaan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh 

agama  dalam hal kaitannya sesuai dengan asas-asas pokok 

Peradilan Islam”
50

 yang meliputi sumber hukum Al-Qur‟an, 

As-Sunnah, dan Ijma‟. Ada tiga tugas utama yang dimainkan 

oleh negara. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan 

yang sesuai dengan ajaran Islam. Negara dalam melaksanakan 

tugas ini harus memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-

tasyri‟iyyah). Negara dalam hal ini memiliki kewenangan 

untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-

nash Al-Qur‟an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara 

dalam memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan 

hukum yang dijelaskan oleh nash.  

Analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum 

yang ada nashnya, terhadap masalah yang berkembang 

berdasarkan persamaan sebab hukum. Inferensi adalah metode 

membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-

prinsip syari‟ah dan kehendak syar‟i. Metode tersebut bila 

tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif 

lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-

prinsip ajaran Islam tersebut. Kedua, tugas melaksanakan 

Undang-Undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki 

kekuasaan eksekutif (al-sulthah al tanfiziyah). Negara 

memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut.  

Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan 

hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). 
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Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala 

negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan 

menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi 

yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. 

Kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari 

semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik 

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash 

dan kemaslahatan. 

“Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-

undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas 

ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-

qadha‟iyah).”
51

 Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi 

wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan 

perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan 

penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan 

yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, 

baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim 

(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara 

penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, 

seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan 

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan 

pejabat negara yang melanggar HAM rakyat). 

 

3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfiziyah 

Siyasah Tanfiziyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks di antaranya, Imamah, Khalifah, 

Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut 

dimaknai sebagai pemimpin yang mengurus segala persoalan 

di daerahnya baik dalam aspek pemerintahan ataupun urusan 

dunia lainnya. Seorang khalifah mengemban tugas untuk 

meneruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan 

agama. Persoalan siyasah tanfiziyah umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: “pertama, dalil-dalil kulliy, 

baik ayat-ayat Al-Qur„an maupun hadist, maqosidu syariah, 
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dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, 

yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan 

masyarakat.”
52

  

Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di 

dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang 

dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 

di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Permasalahan di dalam siyasah tanfiziyah adalah hubungan 

antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain 

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Siyasah tanfiziyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan 

prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya. 

Realitas sejarah dalam kekuasaan legislatif ini pernah 

dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al‟aqd. Bahasa 

modern sekarang yang kemudian lembaga ini mengambil 

bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas 

melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya, 

negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al 

tanfiziyah). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan 

dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. Negara melakukan kebijakan baik yang 

berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut 

dengan hubungan dengan negara lain (hubungan 

internasional). 

C. Pengarusutamaan Gender 

1. Pengertian Pengarusutamaan Gender  

Pengarusutamaan Gender di daerah yang disebut PUG 

merupakan suatu konsep yang mengacu pada pembedaan 

peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan 

yang dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya 
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masyarakat pada saat sekarang. Istilah gender juga dipahami 

secara berbeda-beda oleh masyarakat. Gender pada dasarnya 

adalah salah satu konsep sosial yang dikonstruksikan seiring 

dengan berkembanganya persoalan sosial yang terkait dengan 

relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup 

buadaya, tradisi, norma, dan pemahaman dari suatu.  

“Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk 

mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan 

dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, 

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki”
53

 ke 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan. Kesetaraan gender juga 

meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan 

struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. 

Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan 

tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan 

dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan 

berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta 

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.  

“Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan 

strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dari seluruh kebijakan 

program dan projek di seluruh sektor pembangunan”
54

 

Kebijakan itulah yang kemudian dirumuskan berdasarkan 

data-data terpilih yang melihat perbandingan antara laki-laki 

dan perempuan di bidang yang telah ditentukan dan kemudian 

muncul konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses 

pembangunan daerah di Kota Prabumulih melaluui adanya 

penguatan pengarusutamaan gender. 
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2. Tujuan Pengarusutamaan Gender 

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah, yaitu: 

a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kota dalam 

menyusun strategi pengintegrasian gender yang 

dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, 

penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan di Kota, 

b. Mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui 

pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 

potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan 

perempuan, 

c. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang 

responsif gender, 

d. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, 

peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan 

sebagai insan dan sumber daya pembangunan, 

e. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang 

menangani pemberdayaan perempuan dan, 

f. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

pembangunan di Kota. 

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah Kota 

Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021  Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota 

Prabumulih  menetapkan unit kerja di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai 

koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Prabumulih merupakan lembaga yang berfungsi sebagai 

pelaksana Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 

2021  Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan 

Daerah. Pelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
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Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Prabumulih sebagai 

lembaga pemerintahan daerah berwenang untuk:  

a. Menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, 

b. Mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana 

kebijakan PUG di Daerah, 

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, 

d. Memfasilitas anggaran untuk kegiatan PUG, 

e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan 

mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, 

dan pelaksana kebijakan non pemerintah, 

f. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, 

program, dan kegiatan yang responsif gender, 

g. Melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana 

PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif 

gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan 

edukasi PUG, 

h. Melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang 

pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, 

politik, dan ketenagakerjaan, 

i. Memfasilitasi data terpilih memnurut jenis kelamin, 

j. Menetapkan nama pokja yang menangani pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi PUG. 

 

3. Pengarusutamaan Gender dalam Pandangan Fiqh Klasik 

dan Fiqh Kontemporer 

Pemikiran Fiqh Klasik atau pemikiran keislaman klasik 

yang patriarkis mendapat sorotan kritis dari berbagai 

kalangan. Mereka umumnya beralasan bahwa diskursus 

keislaman klasik sungguh didasarkan pada asumsi yang 

diskriminatif, dan pada gilirannya melahirkan, membakukan 

dan melestarikan relasi gender yang tidak seimbang antara 

laki-laki dan perempuan. Perempuan secara hukum dinilai dan 

diperlakukan sebagai makhluk setengah laki-laki. Pemikiran 
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ini dalam ketentuan fiqh hak-hak perempuan ditakar setengah 

hak laki-laki seperti dalam banyak ketentuan warisan, 

kesaksian dan hukum „aqiqah. 

“Perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna, 

lemah kemampuan intelektualnya, tidak mampu menguasai 

gejolak emosional berpikir irrasional. Perempuan tidak boleh 

menjadi hakim, terutama untuk kasus-kasus pidana.”
55

 Kaum 

perempuan dalam hal kepemimpinan di larangan untuk 

menjadi kepala negara, alasannya yakni: 

a. Dunia politik adalah ranah publik, sementara perempuan 

adalah ranah domestik, yakni berada di dalam rumah. 

b. Keharusan pemimpin politik untuk berbicara di forum 

publik, padahal suara perempuan tidak direkomendasikan 

untuk diperdengarkan di tempat terbuka atau umum. 

c. Pemimpin harus memimpin rapat tertutup dan 

menghadiri jamuan. 

d. Seorang pemimpin lumrah dituntut berdialog interaktif 

dimana dia harus menatap mata orang asing yang bukan 

muhrimnya. 

e. Seorang pemimpin sulit mengelak dari tugas kunjungan 

kenegaraan, padahal perempuan harus bersama 

muhrimnya. 

f. Konflik status dan peranan, serta ketidakseimbangan 

suami dan istri. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa kesetaraan gender 

pada masa pemikiran klasik atau pada masa fiqh 

klasik  menganggap bahwa porsi peran perempuan masih di 

bawah laki-laki, hal inilah yang menjadi kendala dalam 

mewujudkan kesetaraan gender pada masa tersebut padahal 

dalam masa periode awal Islam, Rasulullah sangat 

menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. 

Kesetaraan gender sudah lebih dulu mencapai kemajuan 

di Prancis. Sebagai contoh, ada dua perempuan yang menjadi 
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menteri negara pada tahun 1936 di Front Populaire. Lembaga 

pendidikan di Prancis sudah lama menerima perempuan, 

bahkan mereka lulus sebagai mahasiswa yang unggul, 

perempuan juga diberi tempat terhormat di dalam birokrasi 

pemerintahan. Prasangka yang dulu sering dilontarkan bahwa 

perempuan dinilai lebih emosional sedangkan lakilaki lebih 

rasional terbukti tidak benar. 

“Seorang perempuan mampu menjalankan profesi 

tertentu yang bukan hanya menitikberatkan kepintaran, tetapi 

juga kontrol diri (self-control), seperti menjadi hakim, dokter, 

menteri, presiden, dan lain sebagainya. yang menjadikan 

seorang perempuan setara.”
56

 Derajat manusia pada 

hakikatnya adalah sama di hadapan Allah. Sehingga alangkah 

baiknya apabila laki-laki dan perempuan dapat menjalin kerja 

sama yang baik tanpa merugikan satu sama lain. Terjadinya 

kesenjangan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam 

fiqh merupakan akibat adanya berbagai macam pendapat 

hukum. 

Hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja tidak 

pernah dibeda-bedakan oleh syariat Islam. Kesempatan dan 

kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka 

bumi ini sama-sama diberikan kepada keduanya, sebagaimana 

yang diterangkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 32 yang berbuyi: 
وُٰ بوِ بَ عْضَكُمْٰ عَلٰ  بَ عْضٍٰ لرِّٰ جَالِٰ نَصِيْبٌٰ  شَيْءٍٰ عَلِيْمًا مَااتَ تَمَن َّوْوَلَٰ فَضَّلَٰ اللّ 

وَٰ كَانَٰ بِكُلِّٰ   اكْتَسَبَْٰ اوَسْ  لَُو اللّ وَٰ مِنْٰ فَضْلِو اِنَّٰ اللّ 

 لرِّٰ جَالِٰ نَصِيْبٌٰ امِّمَّٰ وَللِنِّسَاءِۤاكْتَسَبُ وْٰ نَصِيْبٌٰ مِّمَّٰ
  (القرآن السورة النساء:    ٕٖ)

 “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap 

apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas 

sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang 

mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari 
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apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian 

dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa‟ [4]: 32). 

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan seseorang 

untuk iri terhadap apa yang dimiliki orang lain dengan 

mengharapkan atau menginginkan hartanya. Islam tidak 

pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam 

mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Seorang istri yang bekerja 

berarti bahwa sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, 

melainkan dua. Sehingga, keluarga tersebut dapat 

mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, 

seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, sandang, papan 

(tempat tinggal) dan hiburan. 

Melalui berbagai pemaparan di atas, bahwa seorang 

perempuan  diperbolehkan untuk memiliki kesetaraan dengan 

laki-laki namun tetap dengan memperhatikan batasan-batasan 

yang jelas dan tidak boleh diingkari apabila seorang 

perempuan ingin bekerja atau berkarier. Pemikiran tersebut 

tentunya berkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama 

mencari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan khususnya 

dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah tentunya 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik 

dari laki-laki maupun perempuan demi mewujudkan 

kesetaraan gender. 

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perspektif Islam 

Al-Qur„an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran 

Islam, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang 

menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan yang 

akan datang. Nilai-nilai tersebut diantaranya yakni nilai 

kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan 

sebagainya. Keadilan dan kesetaraan dalam Al-Qur‟an 

mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Qur‟an 

tidak mentolelir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi 

diantara umat manusia. Terdapat suatu hasil pemahaman atau 
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penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai 

luhur kemanusiaan, maka “hasil pemahaman atau penafsiran 

yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur 

kemanusiaan tersebut terbuka untuk diperdebatkan.”
57

 

Q.S. Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan kapasitas manusia 

sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yakni sebagai berikut: 
ٰليَِ عْبُدُوْنِٰ نْسَٰاِلَّْ   )ٙ٘ :الزارياتسورةٰٰالقرأن) وَمَاٰخَلَقْتُٰالِْْنَّٰوَالِْْ

 “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali 

untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 56). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa prinsip- prinsip dasar di 

dalam Islam menimpa kemanusiaan serta hak asasi wanita dan 

peluang yang sama untuk mengabdi telah jelas serta tegas. 

“Al-Quran menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan 

adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, 

dan rahmah, antara suami, istri, dan anak-anak.”
58

 Meski 

terdapat perbandingan biologis yang alamiah tidak jadi 

hambatan untuk memperoleh hak yang sama. Laki-laki dan 

perempuan sebagai hamba Allah SWT., diciptakan adalah 

untuk menyembah Allah STW., tidak ada perbedaan di 

dalamnya. 

Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah 

kepada Allah. Laki-laki dan perempuan keduanya mempunyai 

potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang 

dikehendaki-Nya. “Istilah hamba yang dikehendaki dalam al-

Qur‟an disebut dengan orang-orang yang bertaqwa 

(Muttaqun), untuk mencapai derajat muttaqun ini tidak 

dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau 

kelompok etnis tertentu.” Kitab suci Al-Qur‟an menegasakan 

bahwa kalimat ba‟dhukum min ba‟dh (sebagian kamu dari 
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sebagian yang lain) merupakan istilah yang digunakan untuk 

menunjukkan kesetaraan atau kebersamaan dan kemitraan. 

Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam 

bisa dilihat atau diukur dari kategori yang melingkupi hal-hal 

yang berkaitan erat dengan Islam itu sendiri. Hal-hal tadi 

dikategorikan kepada tiga lingkup yang secara keseluruhan 

dapat mewakili Islam, yaitu; “aqidah, ibadah, dan mu‟amalah, 

dari sana kita dapat melihat, bahwa baik laki-laki dan 

perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama, yang 

membedakan mereka adalah ketakwaan dimata Allah.”
59

 

Sekalipun memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan 

perempuan tetap memiliki dan membawa perbedaan fitrah 

yang telah Allah karuniakan.  

Kekhususan yang diberikan Allah SWT., kepada laki-laki 

yaitu karena dalam Islam laki-laki merupakan pelindung bagi 

kaum wanita, namun hal ini tidak membuat laki-laki menjadi 

kaum yang lebih mulia disisi Allah SWT. Selain menjadi 

pelindung bagi kaum wanita, laki-laki juga mempunyai hak 

untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Sunnah Nabi “Rasulullah SAW 

bersabda: Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam 

urusan perempuan karena sesungguhnya kamu telah 

mengambil mereka dengan kalimat Allah.”
60

 Kelebihan 

tersebut diberikan kepada pria dalam kapasitasnya bagaikan 

kekhususan yang diberikan Allah kepada pria, sebab pria 

merupakan pelindung untuk wanita, seluruh ini bukanlah 

menimbulkan pria jadi hamba yang utama di sisi anggota 

warga yang mempunyai kedudukan sosial serta publik lebih 

dari wanita. Kapasitasnya bagaikan hamba, pria serta wanita 
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tiap-tiap memperoleh penghargaan dari Tuhan cocok dengan 

kandungan pengabdiannya. 

Pengarusutamaan gender dalam perspektif Islam secara 

umum dipandang dengan tidak adanya perbedaan antara laki-

laki dan perempuan dalam hakikat kemanusiaan dan semua 

peranan. Islam selalu mengajarkan tentang persamaan 

kedudukan antara manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, 

antar bangsa, suku, ras dan keturunan. Perbedaan tersebut 

hanya dapat dilihat dari segi tinggi rendahnya nilai ketaatan 

dan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

“Islam tidak hanya mewajibkan kaum perempuan untuk 

berdiam diri di rumah dan hanya berkutat dengan pekerjaan 

domestik, Islam sangat menghargai usaha manusia, sekaligus 

sangat membenci umatnya yang menyukai penganggur.”
61

 

4. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender dalam Undang-

Undang dan Perspektif Islam 

Indonesia telah memiliki seperangkat aturan hukum yang 

bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi gender menuju 

hadirnya kesetaraan gender. Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan Instruksi 

Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional. Tujuan utama 

pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara 

eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-

laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi 

pembangunan yang dilakukan. 

Secara tegas, upaya untuk mewujudkan keadilan dan 

kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam kebijakan 

nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) 1999, Undang-Undang No. 25 tahun 

2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). 
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Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 

Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan 

keadilan dan kesetaraan gender. Salah satu strategi 

pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 

adalah Pengarusutamaan Gender. 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, 

mengamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga 

untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses 

pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang 

pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi. 

Kementerian Keuangan, mempunyai kewajiban untuk 

mensinergikan PUG ke dalam program dan kegiatannya agar 

kebijakan-kebijakan di Kementerian Keuangan 

memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 

permasalahan perempuan dan laki-laki. 

Komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan dan 

kesetaraan gender ini juga terlihat dalam Konteks 

Internasional, yaitu telah diratifikasinya Konvensi CEDAW 

(The Convention on Elimination of Discrimination Againts 

Women) yaitu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984 dan 

ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1984. 

Pengarusutamaan Gender di pembangunan daerah agar bisa 

terlaksanakan, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender Di Daerah berbunyi “Bupati atau 

walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di kabupaten atau kota.”
62
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Dasar-dasar prinsip hukum islam juga berpengaruh 

terhadap kesetaraan gender. Syariat Islam memiliki sifat-sifat 

yang meliputi sifat sempurna, yaitu hukum Islam diturunkan 

dalam bentuk umum dan mengglobal. Sifat elastisitas hukum 

Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Berikut 

terdapat beberapa prinsip hukum islam antara lain: 

a. Prinsip Tauhid 

“Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam 

yang merupakan fondasi ajaran Islam. Semua manusia ada di 

bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang 

dinyatakan dalam kalimat La Ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan 

selain Allah).”
63

 Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki 

tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. 

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-

Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari 

firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat, ayat 56: 
ٰليَِ عْبُدُوْنِٰ نْسَٰاِلَّْ   )ٙ٘ :الزارياتسورةٰٰالقرأن) وَمَاٰخَلَقْتُٰالِْْنَّٰوَالِْْ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali 

untuk beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Az-Zariyat [51]: 56). 

Prinsip umum tauhid ini berhubungan langsung dengan 

Allah tanpa perantara artinya bahwa tak seorang pun manusia 

dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. 

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi 

kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh 

manusia. 

b. Prinsip Keadilan 

Allah SWT., memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat 

adil. “Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, 

seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan 

dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, 

hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain.”
64

 

keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti 

keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia 
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(mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan 

kewajiban tersebut. 

Allah SWT., menegaskan untuk bersikap adil yang 

tertuang dalam Qur‟an Surah Al-Hujurat ayat 9: 
وَٰ يُُِبُّٰ ٰالْمُقْسِطِيَْٰ و فاَِنْٰ فاَٰۤ ءَتْٰ فاََٰ صْلِحُوْٰ ا بَ يَْٰ هُُاَ باِلْعَدْلِٰ وَٰ قْسِطُوْااَٰ اِنَّٰ اللّ   اللّ 

 (القرأنٰسورة الحجرا :  :ٜ ) 
“Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang bersikap adil.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 9). 

Prinsip keadilan ini menyatakan hukum Islam dalam 

praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu atau 

suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan 

kemudahan dalam melaksanakannya. Perkara-perkara dalam 

hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas 

apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali 

menyempit. 

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar 

“Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat 

manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang 

diridhai Allah. Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan 

berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap 

kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.”
65

 Prinsip ini 

juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara 

tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi 

yang menyalahi dengan hukum Islam. 

Allah berfirman dalam Qur‟an Surah Ali-Imran ayat 104 

yang berbunyi: 
 لْمُنْكَرعَِنِوَيَ نْ هَوْنبَِالْمَعْرُوْفِانَ وْمُريُأَْوَالَْْيِْٰلَْنَ عُوْيَّدْامَُّةٌمِّنْكُمْلْتَكُنْ وَٰ

كَوٰ(   ىِٕۤ    (ٰٰٰٰٗٓٔ:ٰٰٰ:ٰٰٰعليٰعمرانٰسورةٰالقرأنٰوَالْمُفْلِحُوْنَ هُمُل 

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan 

orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) 

yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.
 

Mereka 
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itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 

104). 

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa 

Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia 

kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah 

perbuatan mungkar.  

 

d. Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan.  

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar 

agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, 

tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. 

Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah 

kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek. 

Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan 

prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan 

bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan 

yang melekat pada setiap individu manusia, bahkan 

merupakan hak paling asasi. Allah SWT., berfirman dalam 

surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi: 
َٰ ا لرُّشْدُٰ مِنَٰ الْغَيِّٰ يَّكْفُرْفَمَنْٰ باِلطَّٰ غُوْتِٰ وَيُ ؤْمِنْٰ يْنِٰ قَدْٰ ت َّبَ يَّ   اىَكْرَاِلَْٰ فِٰ الدِّ

يْعٌٰ عَلِيْمٌٰ بِالْعُرْوَةِسْتَمْسَكَافَ قَدِباِللّ وِٰ وَاللّ وُٰ سََِ   لََاَمَانْفِصَلَالْوُثْ ق 
 ( صورةالْقُرْآن البقرة :     ٕٙ٘)

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). 

Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. 

Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah 

sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat 

yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256). 

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa larangan 

dalam paksaan tersebut telah dikecualikan dari 

paksaan terhadap orang ahl adz-dzimmah, baik Ahli Kitab 

maupun musyrik, agar mereka tunduk dan patuh kepada 

hukum Islam ketika mereka hidup di bawah naungan Negara 

Islam. 
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e. Prinsip Persamaan atau Egalite.  

“Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam 

Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam 

menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas 

manusia.”
66

 Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting 

dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam 

menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak 

pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Pandangan 

hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata 

hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan 

alasan apapun. Sebagaimana dalam firman Allah SWT., surah 

Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi: 
لَٰٰوَجَعَلْن كُمْٰٰوَّانُْ ث ىٰذكََرٍٰٰمِّنْٰٰخَلَقْن كُمْٰٰانَِّاٰالنَّاسُٰٰايَ ُّهَآ  ْٰ ٓ  ْٰ  ٰوَّقَ بَاىِٕۤ شُعُوْباً

ٰ وِٰٰعِنْدَٰٰاكَْرَمَكُمْٰٰاِنَّٰٰٓ  لتَِ عَارَفُ وْا ىكُمْٰٰاللّ  وَٰٰاِنَّٰٓ  ٰاتَْ ق  ٰسورةٰالقرأن)ٰخَبِي ْرٌٰٰعَلِيْمٌٰٰاللّ 
 (ٖٔالحجر ت:ٰ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, 

kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya 

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang 

yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 

Mahateliti”. (Q.S. Al-Hujurat [49]: 13). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan 

Allah Swt dengan dua kelamin yakni perempuan dan laki-laki. 

Kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak adanya perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi 

dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah Swt. 

Hamba yang ideal di dalam Islam biasanya dikatakan dengan 

orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mendapat taqwa ini 

tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa 

dan lain-lain. 
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f. Prinsip Al-Ta‟awun.  

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar 

sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, 

terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip 

ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong 

dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu 

prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan 

terabaikan oleh ummat Islam. Allah SWT., berfirman dalam 

Surat Al-Mujadalah ayat 9 yang berbunyi: 
ثِْْجَوْاتَ تَ نَافَلَتَ نَاجَيْتُمْاِذَاا مَنُ وْالَّذِيْ نَ ي ُّهَايٰ  الرَّوَمَعْصِيَتِٰ سُوْلِٰ  نِوَلْعُدْوَاباِلِْْ

ىبِالْبِِّوَتَ نَاجَوْٰ تُُْشَرُٰوْناَِليَْهِالَّذِياْللّ وَٰ   وَات َّقُووَالت َّقْو 
  (القرأنٰسورة المجادلة :    ٜ )

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling 

mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah berbicara 

tentang perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada 

Rasul. Akan tetapi, berbicaralah tentang perbuatan kebajikan 

dan takwa. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-

Nya kamu akan dikumpulkan.” (Q.S. Al-Mujadalah [58]: 9). 

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan orang-orang beriman jika mereka saling 

berbincang secara rahasia untuk tidak berbincang dalam 

perkara yang mengandung dosa, permusuhan dengan orang 

lain, dan menyelisihi perintah Rasulullah dan hendaklah 

mereka berbincang secara rahasia dalam hal kebaikan, 

ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.  

g. Prinsip Toleransi.  

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi 

yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan 

ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila 

tidak merugikan agama Islam. lingkup toleransi tersebut tidak 

hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh 

ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, 

ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Allah berfirman 

dalam Al-Qur‟an Surah Al-Mumtahnah ayat 8 yang berbunyi: 
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نْكُمْيُخْرجُِوْولََْٰ فِىتِلُوكُْمْٰ انَْدِياَركُِمْمِّ ىكُمُلَٰ لَمْالَّذِٰ يقَُٰ نيِْالدِّ هُيَ نْ ه   عَنِاللّ 
 اِليَْهِمْوَتُ قْسِطوُْتَ بَ رُّوْىُمْٰ اِنَّٰ للّ وَٰ يُُِبُّٰ الْمُقْسِطِيَْٰ   

    ( القرأنٰسورة   لممتحنة  :    ٛ  )  
“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku 

adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam 

urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung 

halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Mumtahnah [60]: 8). 

Ayat di atas Allah SWT., menjelaskan bahwa Allah tidak 

melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena 

kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, kepada orang-

orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dengan 

menekankan kebebasan dan toleransi beragama; dan tidak 

mengusir kamu dari kampung halaman kamu, karena kamu 

beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-

orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun 

terhadap orang lain. 

Sebagai wujud dalam melaksanakan kebijakan 

Pengarusutamaan Gender di Kota Prabumulih sebagaimana 

yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Daerah yang berdasarkan pada Pasal 13 

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Daerah bahwasanya, Walikota menetapkan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan 

pemberdayaan perempuan sebagai koordinator 

penyelenggaraan PUG. 

5. Indikator Pengarusutamaan Gender  

“Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk 

mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan 

dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, 
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kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki.”

67
 

Masih banyak ditemui kesenjangan dan kendala di kalangan 

gender pada tingkat implementasi di lapangan contohnya 

seperti rendahnya tingkat pendidikan khususnya di Kota 

Prabumulih yang membuat pembangunan daerah menjadi 

terhambat. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan antara lain: 

a. Motivasi Individu 

Motivasi merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam 

belajar, besar kecilnya pengaruh tersebut tergantung pada 

intensitasnya. Semakin besar motivasi seseorang untuk 

berprestasi, maka dia akan terus mencoba menggapai 

pendidikan mereka ke jejang yang lebih tinggi. Motivasi 

individu menjadi salah satu kunci utama yang dapat 

menentukan tinggi rendahnya pendidikan seseorang dalam 

belajar, motivasi akan timbul dengan sendirinya tanpa adanya 

paksaan, dorongan orang lain. 

b. Kondisi Sosial  

Kondisi Sosial terjadi karena adanya interaksi sosial dari 

individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun 

interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok. 

Interaksi sosial bertujuan untuk membentuk suatu norma-

norma sosial tertentu dalam kelompok masyarakat. Kondisi 

sosial masyarakat Kota Prabumulih masih tergolong cukup 

baik, meskipun mayoritas masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani dan buruh. Meski kondisi sosial 

sangat baik baik namun setiap individu tidak selalu 

mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan.  

c. Kondisi Ekonomi  

Keadaan ekonomi keluarga dapat membatasi kegiatan 

belajar. Faktor Ekonomi keluarga banyak mempengaruhi 

seseorang untuk bisa melanjutkan pendidikan secara layak dan 

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dapat 

                                                             
67  Ni Made Wiasti, “Mencermati Permasalahan Gender Dan 

Pengarusutamaan Gender (PUG),” Vol. 1 No. 1, (2017): 36, 

https://doi.org/10.24843/SP.2017.v1.i01.p04. 
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menjadi faktor penting yang dapat menjamin kesejahteraan 

keluarga. Mata pencaharian masyarakat Kota Prabumulih  

sebagian besar adalah sebagai petani dan buruh. Pendapatan 

masyarakat petani pada umunya setiap panen tergantung pada 

lahan yang diolah begitu juga dengan buruh bangunan harian. 

Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut para orang tua lebih 

suka ketika anaknya berkerja dan membantu orang tuanya di 

ladang dari pada melanjutkan sekolah. 

Peran masyarakat di Kota Prabumulih baik laki-laki 

maupun perempuan sangat berpengaruh untuk pembangunan 

daerah, jika tingkat pendidikan terus merendah maka akan 

berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Demi 

mewujudkan kesetaraan gender dan menuntaskan kesenjangan 

yang diakibatkan oleh indikator di atas maka pemerintah Kota 

Prabumulih membuat strategi di dalam Peraturan Daerah Kota 

Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan 

kesetaraan gender yakni sebagai berikut: 

a. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 

yang merupakan cara untuk mengatasi adanya 

kesenjangan laki-laki dan perempuan. 

b. Anggaran Responsif Gender (ARG) yang merupakan 

anggaran yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan 

sesuai kebutuhannya untuk mewujudkan kesetaraann dan 

keadilan gender. 

c. Gender Budget Statement (GBS) merupakan biaya yang 

telah dihitung untuk menangani permasalahn kesenjangan 

gender. 

d. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) 

wadah konsultasi bagi pelaksana pengarusutamaan gender 

dari berbagai lembaga daerah. 

Pengarusutamaan gender dapat terwujud dengan adanya 

dukungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 

setelah adanya salah satu indikator dari implementasi 

kesetaraan gender yakni rendahnya tingkat pendidikan dan 
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sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah maka 

dengan adanya startegi di atas dapat ditemukan 8 Tim Teknis 

PUG atau aparatur perangkat daerah yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam 

pembangunan daerah di unit kerjanya masing-masing. 

Aparatur perangkat daerah tersebut akan melakukan kegiatan 

salah satunya seperti sosialisasi dan pembentukan desa ramah 

perempuan dan peduli anak, serta kegiatan penguatan dan 

pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan di Kota Prabumulih. 

 

6. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan 

Keberhasilan sesuatu implementasi kebijakan 

didetetapkan oleh beberapa aspek yang menunjang dalam 

proses implementasi kebijakan yang masing- masing 

mempunyai keterikatan ataupun saling berhubungan. Berikut 

faktor-faktor yang berpengartuh terhadap implementasi 

kebijakan, diuraikan di bawah ini: 

a. Komunikasi  

Komunikasi merupakan bagaimana kebijakan itu 

dapat dikomunikasikan kepada publik agar memperoleh 

respons dari berbagai pihak-pihak yang terlibat. 

“Informasi yang dikeluarkan baik individu maupun 

kelompok melalui media sosial dan elektronika dapat 

mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan 

seseorang.”
68

 Supaya penerapan kebijakan bisa dicoba 

dengan baik, hingga pengambil keputusan wajib 

berbicara efisien dengan para implementor. 

b. Sumber-Sumber Daya 

Isi dari kebijakan sudah dikomunikasikan dengan 

jelas dan konsisten, namun apabila Imolementor atau 

pelasana kebijaka, kekurangan sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut, maka Implementasi 

                                                             
68
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Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” Vol. 4, No. 1, (2020): 80, 
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kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. 

Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, 

yakni kompetensi implementor, dan juga sumber daya 

finansial. Sumber daya menrupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam implementasi kebijakan agar 

dapat berjalan efektif. Tanpa adanya sumberdaya, 

kebijakan tidak dapat berjalan dan hanya tinggal dikertas 

berupa dokumen saja. Implementasi akan tidak efektif, 

kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan 

kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini 

dapat berupa, antara lain kualitas sumber daya manusia 

(staff), informasi, kewenangan, dan fasilitas-fasilitas 

lainnya. 

c. Disposisi (Sikap)   

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang 

dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen 

dan sifat demokratis.apabila implementor atau pelasana 

kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik pula, sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Sebaliknya, jika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka 

proses implementasi kebijakan tidak akan berjalan 

efektif. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan berpengaruh sangat 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 

aspek dari struktur organisasi yang memiliki peran 

penting dari setiap organisasi yaitu prosedur operasi yang 

standar atau standar operasional prosedur (SOP). SOP 

menjadi menjadi pedoman bagi setiap pelaksana 

kebijakan dalam bertindak. 
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